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Abstrak 
 

Pembangunan Desa terus dilakukan perbaikan. Sejak 2021 pembangunan di 

desa merujuk kepada kebijakan Pembangunan berkelanjutan desa (SDGS 

Desa). Berbagai piranti perlu disiapkan oleh desa agar bisa 

mengimplemnetasikan pembanguna berkanjutan pada level desa. Salah 

satu piranti yang sangat penting pada tataran desa adalah adanya regulasi 

yang memayungi tentang implementasi SDGS Desa di tingkat desa. Selama 

ini memang belum ada peraturan pada tingkat desa yang mengatur tenang 

implmentasi SDGs di Desa. Desa Krandegan Kecamatan Bayan Kabupaten 

Purworejo Provinsi Jawa Tengah belum memiliki peraturan pada tingkat desa 

yang bisa dijadikan pijakan operasional untuk menerapkan SDGs Desa dalam 

perencanaan Pembangunan di Desa. Terkait dengan permasalah tersebut 

maka Pengabdian Masyarakat dari dosen PKN STAN ditargetkanuntuk bisa 

melakukan pendampingn ke pada desa untuk eyusun peratura desa tentang 

SDGs Desa. Dengan Pengmas ini diharapkan SDGs Desa bisa di 

implementasikan oleh desa sesuai dengan regulasi operasional pada tingkat 

desa. 
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Abstract 
 

Village development continues to be improved. Since 2021 development in 

villages has referred to the Village Sustainable Development Policy (SDGS 

Desa). Various tools need to be prepared by the village so that it can 

implement sustainable development at the village level. One very important 

tool at the village level is the existence of an overarching regulation on the 

implementation of Village SDGS at the village level. So far, there have been 

no regulations at the village level that regulate the implementation of SDGs in 

villages. Krandegan Village, Bayan District, Purworejo Regency, Central Java 

Province does not yet have regulations at the village level that can be used 

as an operational basis for implementing Village SDGs in development 

planning in villages. Related to this problem, Community Service from PKN 

STAN lecturers is targeted to be able to provide assistance to the village to 

develop village regulations regarding Village SDGs. With this Pengmas it is 

hoped that the Village SDGs can be implemented by the village in 

accordance with operational regulations at the village level. 
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